Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 81/Pdt. P/2017/PA Sgm

2 W »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili
perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan
sebagai berikut, yang diajukan oleh :

Dg. M** Binti S*** Dg. K*** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat
tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal

26 April 2017 vyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sungguminasa Nomor 81/Pdt.P/2017/PA Sgm, tanggal 26 April 2017

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung R** Hivex Bin pecee Thkkk - gmyr
18 tahun (lahir tanggal 10 April 1999), agama Islam, alamat XXX
Kabupaten Gowa,;

2. Bahwa anak yang bernama R**** Ht*x Bjn pox* Treeex tarseput sudah
berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama S***** Binti N****,
umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa;

3. Bahwa anak yang bernama R**** H¥*** Bjn [prxx Tk daengan
perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan
bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk
menikahkannya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah
(belum berumur 19 tahun) dan PPN Kecamatan setempat menolak

menikahkannya, oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan
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izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama R*****
H**** Bin p*** T yntuk bisa dinikahkan dengan S***** Binti N****;

4. Bahwa antara R¥**** Hrxxx Bijp ek Thkkkk danggn S** Binti N**** tidak
ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk
menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat
setempat;

5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan
perkawinan dengan perempuan lain demikian pula S**** Binti N****
masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;

6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga untuk menikahkan
anaknya yang bernama R*** H**** Bin [*** T+ dengan S**** Binti
N****  agkan tetapi PPN/KUA setempat belum dapat menikahkan mereka
sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Sunguminasa terkait
dengan Dispensasi Nikah sebagaimana diuraikan dalam Surat Penolakan
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Nomor:
B.147/KUA..21.06.01/Pw.01/4/2017, tertanggal Limbung 17 April 2017,

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon
memohon kehadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan
penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama
Rwwxk Hrwkk Bin poeet T ntuk menikah dengan perempuan yang
bernama S***** Binti N****:

3. Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,Pemohon datang
menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon
mempertimbangkan kembali niatnya dan tidak menikahkan anak kandungnya
karena masih berumur/berusia di bawah 18 tahun, akan tetapi tidak berhasil
karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa anak kandung Pemohon bernama R***** H¥**x Bip pkkk Tookkkk
telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya
membenarkan apa yang didalilkan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

v' Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga adalah suami
Pemohon (wan Tompo), Nomor 7306022701053470, tanggal 03-03-
2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata
sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi
kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan
2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. B¥** Dg. R** Bin Dg. M**** di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon.

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas
anak kandungnya yang bernama R***** H¥*** Bijn [ Treekx karena
anak tersebut masih di bawah umur yaitu 18 tahun.

- Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak Pemohon bernama S*+*
Binti N**** dan telah berumur 17 tahun.

- Bahwa anak Pemohon (R¥**** H¥¥&* Bip ek Tkkkk) dengan S**** Binti
N**** telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran intim).

- Bahwa Pemohon bersama keluarga telah datang melamar S***** Binti
N**** ke rumah orang tuanya dan orang tua kedua belah pihak sama-

sama setuju untuk segera menikahkan mereka berdua.
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- Bahwa pernikahan anak Pemohon (R***** Hixkx  Bip [erkk Tk
mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut
sering pergi berdu-duaan dan sangat susah untuk dipisahkan dengan
calon istrinya (S***** Binti N****),

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap
membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab.

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan
nasab atau hubungan sesusuan.

2. A¥xx Dg,. N** Binti M***** Dg. T** di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya bernama R****
ek

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas
anak kandungnya yang bernama R***** H¥**** Bin [ Treex karena
anak tersebut masih di bawah umur yaitu 18 tahun.

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama S***** Binti N**** dan telah
berumur 17 tahun.

- Bahwa anak Pemohon (R¥**** H¥¥kk Bip ek Ty dengan S**** Binti
N**** telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk
dipisahkan.

- Bahwa Pemohon bersama keluarga telah datang melamar S***** Binti
N**** ke rumah orang tuanya dan orang tua kedua belah pihak sama-
sama setuju untuk segera menikahkan mereka berdua.

- Bahwa pernikahan anak Pemohon (R***** H¥**** Bjn [ Tiokkkx)
mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut
sering pergi berdu-duaan dan sangat susah untuk dipisahkan dengan
calon istrinya (S***** Binti N****),

- Bahwa R***** H*** Bjn p+* Texx gydah siap menjadi kepala rumah
tangga, sedang S***** Binti N**** sudah siap menjadi ibu rumah tangga
dan keduanya mampu bertanggung jawab.

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan

nasab atau hubungan sesusuan.
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- Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain,
sedang calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan saksi-
saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil
permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam
perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon
termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama,
oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar
diberikan dispensasi kepada anak kandungnya yang bernama R*x ke
Bin P Tre yang masih berumur 18 tahun untuk menikah dengan
perempuan bernama S***** Binti N**** yang berumur 17 tahun.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama R***** Hrxxx Bip [k
T+ telah hadir di persidangan dan telah didengar keterangannya yang
pada pokoknya mempertegas dan membenarkan semua dalil permohonan
Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti surat berkode P, bukti tersebut telah bermeterai
cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti
tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti
dipengadilan (vide Pasal 2 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
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Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), oleh sebab itu

bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu
Keluarga atas nama Kepala Keluarga lwan Tompo (suami Pemohon) sebagai
akta autentik, menerangkan Pemohon tinggal dan menetap di Kecamatan
Bajeng, Kabupaten Gowa, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa
Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gowa yang berada dalam wilayah
hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh sebab itu Pengadilan Agama
Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu B*** Dg. R** Bin Dg. M**** dan A****
Dg,. N*** Binti M**** Dg. T*** kedua saksi Pemohon telah cakap secara
hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah
sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi
syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., jo. Pasal
1911 KUHPerdata, oleh sebab itu saksi Pemohon tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi
Pemohon saling bersesuaian, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama R***** H**** Bin
[rrax Trrkkk glkan tetapi anaknya tersebut masih berumur 18 tahun.

- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama S***** Binti N****
berumur 17 tahun.

- Bahwa antara anak Pemohon (R***** H¥*** Bin [*** Texxx)  dengan
perempuan bernama S***** Binti N*** telah menjalin hubungan (berpacaran
intim) dan sangat sulit untuk dipisahkan.

- Bahwa antara anak Pemohon (R¥**** H**** Bjn [*** T***) dan perempuan
bernama S**** Binti N**** hubungannya sudah sangat serius dan sering
pergi berdua-duaan.

- Bahwa Pemohon bersama keluarga sudah mengadakan pelamaran dan

orang tua kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan mereka berdua.
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- Bahwa antara anak Pemohon (R***** H**** Bin p*** Txx*x) dan perempuan
bernama S**** Binti N**** tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan
sesusuan.

- Bahwa anak Pemohon (R***** H¥*** Bin p*** Trxx) telah siap menjadi
suami/kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya (S**** Binti N****)
juga telah siap pula menjadi istri/ibu rumah tangga.

- Bahwa anak Pemohon (R***** H**** Bin prx Treeex) tidak terikat perkawinan
dengan perempuan lain, demikian pula calon istrinya (S**** Binti N****)
tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon
tersebut baik bukti P maupun keterangan saksi-saksi (B*** Dg. R*** Bin Dg.
M**** dan A*** Dg,. N*** Binti M**** Dg. T***), Majelis Hakim menemukan
fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun.

- Bahwa pernikahan anak Pemohon (R***** H¥**x Bip [rr+x Tek) mandesak
untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan perempuan bernama
Swexxx Binti N*** hubunganya sudah sangat dekat (berpacaran intim) dan
keduanya sering pergi berduaan.

- Bahwa antara anak Pemohon (R***** H¥* Bjn [k*** Ty dan calon
istrinya (S**** Binti N****) tidak terikat dalam hubungan nasab, semenda
atau hubungan sesusuan.

- Bahwa baik anak Pemohon (R***** Hr*xx Bjpn pek Takk) maupun calon
istrinya (S***** Binti N****) sama-sama telah siap membina rumah tangga
dan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim
menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa hubungan
antara anak Pemohon (R***** H¥** Bin [*** T+**) dengan perempuan
bernama S**** Binti N**** sudah terjalin sedemikian erat dan sangat sulit
untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan
karena dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang
oleh syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sementara mereka

berdua sudah sangat ingin membina rumah tangga oleh sebab itu rencana
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pernikahan ini bukan merupakan keinginan Pemohon semata atau tidak ada
indikasi pemaksaan kehendak oleh Pemohon terhadap anaknya, hal ini telah
sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu antara anak Pemohon (R***** H**** Bin
prrxx Te) dengan calon istrinya (S**** Binti N****) tidak terdapat halangan
untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau
sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana maksud Pasal
8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal
44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat ( 1 ) huruf ( ¢ ) dan ayat ( 2 )
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia
anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif bertujuan untuk pada
menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua,
sedangkan keputusan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya (R*****
H**** Bin p** Tx***) didorong karena adanya fakta (feitelijke grounden)
bahwa anak Pemohon (R***** H*** Bjpn p+* Trkkxx) talah menjalin hubungan
yang sangat serius dengan perempuan bernama S**** Binti N**** dan
dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang syariat Islam dan
perundang-undangan, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya
eksploitasi terhadap anak Pemohon (R***** Hrxkx Bip ek Takkkk)  glah
Pemohon.

Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak Pemohon (R*****
H**** Bin pP*** T****) dengan calon istrinya (S**** Binti N****) menunjukkan
kesiapan keduanya, baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga
menunjukkan urgensi pernikahan tersebut untuk segera dilaksanakan, yang
bila ditunda justru berpotensi mengganggu hubungan silaturahim antara dua
keluarga bahkan dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih
besar bagi anak Pemohon (R***** Hr*+x Bjpn pe* Trrker) dan calon istrinya
(S Binti N****)  terhadap hal itu Majelis Hakim perlu mengemukakan

pendapat ulama figh, yang berbunyi :
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Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan bila permohonan
Pemohon dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon
(Rrwxxx Hikkk Bip peeer Tk yntuk menikah dengan seorang perempuan
bernama S***** Binti N****,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor
50 Tahun 2009 dan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (R***** Hxxx Bin [k
T+ untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama S***** Binti
N

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 12 Sya’ban 1438 Hijriah, oleh kami Ahmad Jamil,
S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HIL, dan
Uten Tahir, S.HI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
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dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hasbi, S.H.,M.H.,

sebagai Panitera serta Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I, Hakim Anggotal ll,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. Uten Tahir, S.HI.MH.

Panitera,

Hasbi, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Biaya Proses Rp  50.000,00
3. Panggilan Rp 115.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)
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